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ABSTRAK

MADRASAH ALIYAH PASCA UU RINO.2 TAHUN 1989 TENTANG SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSTRUKSI
KURIKULUM PENGAJARAN BAHASA ARAB

ARIFIN
98423755

Pada umumnya, madrasah terpilih sebagai wahana pendidikan putra-putri kelompok santri. Hal
ini terdorong oleh komitmen keagamaan yang kuat. Agar ajaran Islam yang terdapat dalam al
Qur’an dapat dipahami dengan baik maka bahasa Arab harus dikuasai dengan baik. Dalam
kenyataannya bahasa Arab tampaknya masih asing bagi masyarakat Indonesia. Tarik menariknya
antara madrasah sebagai wadah bagi berlangsungnya pendidikan Islam yang dalam seluruh
kegiatan pengembangannya bercita-cita untuk menjadikan Islam sebagai basic reference,
sementara pasca UUSPN yang disusul lahirnya kurikulum 1994 yang ternyata justru alokasi
untuk mata pelajaran agamanya ternyata sangat sedikit.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan, pengertian, visi dan misi serta tujuan
Madrasah Aliyah sebagai sub sitem pendidikan nasional. Selain itu untuk menjelaskan
bagaimana implikasinya terhadap konstruksi kurikulum pengajaran mata bahasa Arab 1994.
Penelitian ini menggunakan penelitian literatur dengan pendekatan rasionalistik. Data-data yang
diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode reflektif dan deskriptif.

Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa pasca UUSPN-1989 Madrasah Aliyah
didefinisikan sebagai SMU “berciri khas Islam”. Integrasi Madarasah Aliyah ke dalam sistem
pendidikan nasional memberikan kesempatan kepada sekolah untuk berkiprah secara leluasa
dalam menggeluti ilmu pengetahuan tanpa mensupremasikan pengetahuan umum di atas
pengetahuan agama dan sebaliknya. Integrasi tersebut juga bertujuan untuk membentuk siswa
yang tidak hanya canggiih secara intelektual tetapi juga anggun dalam moral. Tujuan pengajaran
bahasa Arab di MA tidak hanya member bekal kemampuan membaca dan menulis tetapi bias
menggunakannya secara aktif. Dengan demikian materi yang diberikan mencakup pendidikan,
agama, social budaya, politik, sejarah dan sebagainya.
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Dalam banyak hal antara cita dan fakta, antara harapan dan realita, antara
das sein dan das sollen, seringkali tidak bisa diajak kompromi, bahkan tidak
sedikit yang kadang ber-negasi.

Fenomena demikian nampaknya bukan pengecualian bagi masyarakat
Muslim Indonesia dalam hubungannya dengan pengetahuan mereka akan bahasa
Arab. Indonesia yang selama ini didengung-dengungkan sebagai negara yang
sebagian besar penduduknya adalah Muslim, secara statistik, survei membuktikan,
bahwa 90% rakyat Indonesia tercatat sebagai pemeluk agama Islam. Namun
bukan sesuatu yang “aneh tapi nyata”, kalau ternyata bahasa Arab tampak masih
asing bagi mereka, meski bahasa Arab dilafalkannya setiap kali dalam shalat yang
minimal 17 rakaat sehari semalam. Sebab seperti itulah kira-kira realitasnya.

Realitas yang demikian menggugah kami untuk bagaimana caranya supaya
bisa ikut “mema;yarakatkan bahasa Arab”. Dan dalam hemat kami, langkah
strategis dalam upaya “memasyarakatkan bahasa Arab” itu adalah dengan
mengajarkan bahasa arab di bangku-bangku sekolah dari tingkat dasar sampai
menengah, bahkan hingga perguruan tinggi, seperti yang dipraktikkan saat ini.

Karena merekalah “cikal bakal” yang akan menjadi ‘khalifah” di jagad raya ini.
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Dan untuk memenuhi sebagian dari obsesi itu, kami mencoba untuk

melihat kurikulum 1994 Madrasah Aliyah mata pelajaran bahasa Arab yang

sebentar lagi akan segera pengalami “perbaikan”. Namun kami juga tidak tahu

apakah skripsi ini cukup representatif untuk memenuhi obsesi di atas. Mengingat

ada banyak kekurangan, yang harus dengan jujur kami kemukakan, terutama pada

sisi metodologi, sisi ilmiah, bahasa, maupun bobot secara keseluruhan hasil

penulisan skripsi ini.
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Penulisan transliterasi A

pedoman transliterasi dari keput

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB LATIN

Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan

usan bersama Menteri Agama RI dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan IEI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adal

A. Konsonan Tunggal

h sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

o bS‘ b be
< ta' t te
<& Sa s es (dengan titik di atas)
z Jim j je
z Ha* h ha (dengan titik di bawah)
’C Kha' kh ka ;ian ha
> dal d de
> Zal 7 zet (dengan titik di atas)
B ra’ r er
) Zai z zet

o sin $ cs

g syin sy cs dan ye

P sad S cs (dengan titik di bawah)

Vili




0P dad d de (dengan titik di bawah)
b ta" t tc (dengan titik di bawah)
b za' z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ¢ koma terbalik
t Giain g £°

<3 Fa‘ i ef
A gaf q qi
4 kaf k ka
J lam 1 el
2 mim m em
8 Nun n en
3 wawu w we

—A Ha’ h “ha

apostrof (tetapi tidak
s hamzah 1 dilambangkan apabila ter-
letak di awal kata)
< Ya' y ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal
atau monoftong dan rangkap atau diftong,

1. Vokal Tunggal

X




Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
— Fathah a a
— Kasrah i i
” Dammah u u
Contoh:
=S - kataba a4y - yazhabu

Jiw - surila S5 - Zukira
2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
& - / ----- Fathah dan ya ai adani
3 / ----- Fathah dan wawu- au adan u
Contoh:
S - kaifa ' B J}A - haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

[ g— Vo Fathah dan alif atau alif" a a dengan garis di atas

Maksurah



(& Kasrah dan ya i i dengan garis di atas

S e dammah dan wawu u u dengan garis di atas

JB - qala Jg:; -gila
s°) - rama Jj-é-g— yaqulu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah hidup
Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah ).

2. Ta’ Marbutah mati
Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah (h)
Contoh: a>lb. Talhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: &) 4 3 -raudah al-Jannah

X1
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Istilah

Istilah-istilah yang terumus dalam judul “Madrasah Aliyah Pasca UU RI No.
2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Implikasinya terhadap
Konstruksi Kurikulum Pengajaran Bahasa Arab” diartikan sebagai berikut:
1. Madrasah Aliyah Pasca UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

Nasional

Madrasah berarti: lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama
Islam sebagai mata pelajaran dasar, yang diberikan sekurang-kurangnya 30 %
disamping mata pelajaran umum. Adapun penjenjangannya meliputi tiga tingkatan,
yaitu: Madrasah Ibtidaiyah, setingkat Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah,
setingkat SMP, Madrasah Aliyah, setingkat SLTA.!

Selanjutnya dengan dikeluarkannya Undang-undang No.2 /1989 serta
PP. No. 28 dan 29 tahun 1990 madrasah memperoleh predikat baru yaitu MI, MTs
dan MA masing-masing sebagai SD, SLTP, dan SMU yang ber-“ciri khas agama
Islam”. Maka, kurikulum madrasah pun diperbaharui dengan kurikulum 1994 dengan
perbandingan alokasi waktu antara 16 sampai 18% untuk mata pelajaran agama dan

82 sampai 86 %untuk pelajaran umum,

! Pengertian ini berdasarkan SKB 3 Menteri; Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 1975. Dep.Ag., Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,
(Jakarta, 1988), h. 81.



Sehingga, Madrasah Aliyah adalah Sekolah Menengah Umum berciri khas
agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama dibawah pembinaan
Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam.

UU RI No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional adalah Undang-
undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Penjabaran lebih lanjut
tertuang dalam Peraturan Perundangan yang lebih khusus antara lain: Peraturan
Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; Peraturan Pemerintah
No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar; Peraturan Pemerintah No. 29 tahun
1990 tentang Pendidikan Menengah; Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1990 tentang
Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Biasa; Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 199] tetang Pendidikan Luar Sekolah;
Peraturan Pemerintah No. 38 tahun1992 tentang Tenaga Kependidikan; Peraturan
Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem
Pendidikan Nasional.>

Ketentuan-ketentuan yang secara khusus berpengaruh dalam pemetaan
Madrasah Aliyah adalah: _

1. UU No. 2/1989 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 11 ayat (6),
“Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta
didik untuk menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan

khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan”.

*Abdul Rahman Shaleh, Pendidikan Agama dan Keagamaan Visi Misi dan Aksi, (Jakarta:
Gemawindu Pancaperkasa, 2000), h.122.



2. PP No. 29/ 1990, pasal 3 ayat (3), “Pendidikan menengah keagamaan
mengutamakan penyiapan siswa dalam penguasaan pengetahuan khusus tentang
ajaran agama yang bersangkutan”.

3. PP No, 29/ 1990, pasal 4 ayat (1), “ Bentuk pendidikan menengah terdiri atas:
Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah
Keagamaan, Sekolah Menengah Kedinasan dan Sekolah Menengah Luar Biasa

4. PP No. 29/ 1990, pasal 11 ayat (1) dan (2):

a. “Pengelolaan pendidikan menengah sebagai bagian dari sistem pendidikan
nasional adalah tanggung jawab menteri”

b. “Tanggung jawab pengelolaan sekolah menengah keagamaan dilimpahkan
oleh menteri agama”.

5. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/U/1992 pasal 1 butir 6,”
Madrasah Aliyah adalah SMU yang berciri khas Islam yang disenggarakan oleh
Departemen Agama”.’

Dengan demikian, yang dimaksud dengan Madrasah Aliyah Pasca UU No. 2
tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional adalah Madrasah Aliyah yang
merupakan sub sistem dari pendidikan nasional. Dalam hal ini Madrasah Aliyah

adalah Sekolah Menengah Umum berciri khas Islam yang memakai kurikulum 1994,

2. Konstruksi Kurikulum
Istilah “konstruksi” dalam “konstruksi kurikulum” berarti “susunan”.* Istilah
itu digunakan sebagai padanan dari istilah “komponen” dalam “komponen

kurikulum”.’

> A. Malik Fajar, Madrasah dan Tantangan Modernitas, (Bandung: Mizan, 1999), h. 83-84.

* Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, edisi ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 521.

’s. Nasution, 4sas-asas Kurikulum, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 18.



Adapun istilah “kurikulum” yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah
kurikulum dalam pandangan modern, yaitu semua yang terjadi dalam proses
pendidikan di seko.lah yang menjadikan pengalaman belajar sebagai intinya.®

Implikasi dari adanya pandangan modern tentang kuriku}um seperti disebut di
atas adalah bahwa ia tidak sekedar berupa rencana pelajaran atéu bidang studi an
sich, sebagaimana kurikulum dalam pandangan tradisional. Lebih dari itu, interaksi
sosial di lingkungan -sekolah, kerjasama dengan kelompok, interaksi dengan
lingkungan fisik dan lain-lain juga merupakan pengalaman belajar yang banyak
pengaruhnya terhadap pendewasaan anak.’

Atas dasar pemikiran seperti di atas, kurikulum mempunyar cakupan yang luas,
bahkan sangat luas. Namun demikian, isi kurikulum yang luas itu dapat
dikelompokkan ke dalam empat saja, yaitu rujuan, isi (materi), metode, dan evaluasi.®
Selanjutnya keempat hal itu selanjutnya disebut “konstruksi kurikulum” yang
nantinya menjadi tema-tema yang akan diurai menyangkut pembahasan dalam

penelitian ini.

3. Pengajaran Bahasa Arab
Istilah “pengajaran” dalam “pengajaran bahasa Arab” berarti: proses

mengajarkan, berasal dari kata dasar “ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan

S Ahmad Tafsir, llmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2001), h. 53-54.

? Ibid.

* Ibid.



kepada orang supaya diketahui.’ Pengertian “pengajaran” secara leksikal ini dapat
dipakai, sekurang-kurangnya untuk menentukan pengertian pengajaran dalam arti
sempit.

Sedangkan “bahasa Arab” berarti: kalimat yang dipergunakan bangsa Arab
dalam mengutarakan r;laksud/tujuan mereka yang sampai kepada kita dengan cara
penukilan. Dan bahasa Arab itu terpelihara bagi kita oleh al-Qur’anul karim, hadits-
hadits nabi yang mulia dan karangan, baik prosa maupun puisi yang diriwayatkan
oleh orang-orang yang terpercaya.'’ Ia termasuk rumpun bahasa Semit,'' tepatnya
bahasa Semit Selatan.'

Dengan demikian, dari penegasan rumusan istilah-istilah yang digunakan
dalam judul penelitian ini diketahui bahwa peneh'tian ini mengkaji paradigma (cara
pandang) pengajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah pasca UU No. 2 / 1989 tentang
sistem pendidikan nasional, yang dikaji melalui sudut pandang konstruksi kurikulum

pengajaran mata pelajaran bahasa Arab 1994.

? Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 14-15.

1 Mushthofa al-Ghulayaini, Jamiud Durusil Arabiyah, terj. Muh. Zuhri, dkk., ( Semarang: as-
Syifa’,1992), h. 13.

"' M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat llmiah
dan Pemberitaan Ghaib, (Bandung: Mizan, 1999), cet. 6, h. 90.

'* Depag. RI, Pedoman pengajaran Bahasa Arab pada PTAI/IAIN, (Jakarta: 1976), h. 30,



B. Latar Belakang Masalah

Terhitung sejak akhir dekade 80-an dunia pendidikan Islam memasuki era
integrasi, karena lahirmya UU No. 2/1989 tentang sistem pendidikan nasional
(UUSPN)." Dualisme'* antara sekolah dan madrasah pun yang selama ini banyak
“menuai gugatan” kini dirasa kian menipis, untuk tidak mengatakan hilang. Karena
lewat UUSPN ini, madrasah mendapat pengakuan berarti yaitu ia diakui sebagai
lembaga pendidikan sekolah yang berakar pada budaya bangsa sejajar dengan sekolah
umum lainnya. Lebih tepatnya, madrasah, pasca UUSPN-1989, adalah sekolah, yaitu
sekolah “Berciri khas Islam”, yang (meskipun) pengelolaannya dibawah Departemen
Agatma.15

Transformasi madrasah yang begitu radikal'® itu, tentu saja menuntut adanya
reorientasi pemikiran dan restrukturisasi sistem kelembagaan madrasah, dan

pendidikan Islam secara umum. Hal ini penting jika umat Islam tidak hanya sekadar

Maksum, Madrasah Sejarah dan Perkembangannya, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999),
cet. 2, h. 155,

"“Meskipun diakui bahwa masalah dualisme sampai sekarang ini tidak sepenuhnya tuntas.
Karena hal ini menyangkut sejarah panjang yang menyangkut agama, politik, psikologi, dli, dan bukan
semata-mata masalah administratif-birokratis, bukan pula efisiensi, efektifitas, atau produktivitas.
Lihat Marwan Saridjo, sebagaimana dikutip A. Malik Fajar, dalam A. Malik Fajar, Madrasah dan
Tantangan Modernitas, h. x.

"Bahkan Kepastian eksistensi madrasah pasca UU No. 2 tentang sistem pendidikan nasional
tidak bisa disangkal lagi adanya bahwa madrasah adalah sebagai sub sistem dari pendidikan nasional.
Karena menurut UUSPN ini, pendidikan nasional meliputi jenis-jenis pendidikan akademik,
pendidikan profesional, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keagamaan. Sehingga, madrasah dengan
sendirinya dimasukkan ke dalam kategori pendidikan jalur sekolah. Lihat Maksum, Madrasah Sejarah
dan Perkembangannya, (Jakarta: Logos Wacana limu, 1999), cet. 2, h. 155.

Dengan demikian, Madrasah Ibtidaiyah adalah “Sekolah Dasar Berciri Khas Islam”,
Madrasah Tsanawiyah adalah “Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Berciri Khas Islam”. Keduanya
termasuk dalam kategori pendidikan dasar. Sedangkan Madrasah Aliyah adalah “Sekolah Menengah
Umum Berciri Khas Islam”. Lihat Maksum, /bid., h. 155.

“Komaruddin Hidayat dan Hendro Prastyo (ed.), Problem dan Prospek IAIN Antologi
Pendidikan Tinggi Islam, (Direktorat Pembinaan PTAI, Dirjend. Binbaga Islam, Depag R, 2000), h.
98. '



ingin survive, tapi juga tampil di depan, terutama dalam kancah persaingan global
yang kian tajam dan ketat ini."”

Dalam kerangka “modernisasi” itulah, lantas guna memenuhi tuntutan-
tuntutan yang dimaksud dalam UUSPN dan Peraturan Pemerintah yang mengatur
pedoman pelaksanaannya, Menteri Agama RI mengeluarka'n ketentuan-ketentuan
mengenai kurikulum madrasah yang berlaku secara nasional. Untuk kurikulum
madrasah Aliyah didasarkan pada Surat Keputusan No. 373 tahun 1993 tentang
kurikulum Madrasah Aliyah yang diantara bagian dari isi pokok tentang ketentuan di
atas ialah mengenai program pengajaran, dimana ditentukan bahwa madrasah pada
tingkat masing-masing wajib melaksanakan kurikulum mata pelajaran yang disusun
secara nasional. Beranjak dari sinilah sehingga lahir kurikulum tahun 1994, 18

Yang kemudian patut digaris bawahi dari adanya ide besar “modernisasi”
pendidikan Islam, khususnya madrasah, adalah problem epistimologis menyangkut
“identitas” atau “distingsi” Islam pada madrasah pasca UUSPN-1989, karena
madrasah adalah sekolah umum.'’

Sementara sejauh mana Islam mentolerir terhadap modernisme dan
modernisasi sampai saat ini masih dalam “tanda tanya”, meski harus diakui bahwa

Islam cukup compatible dengan modernitas. Bahkan persoalan “klasik” ini, yang

17

Azyumardi Azra dalam Marwan Saridjo, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam,
(Dirjend. Binbaga Islam Depag RI, 1997), h. 13. Lihat juga wawancara dengan Amin Abdullah, J4IN
Pilot Project Universitas, Jawa Pos Radar Jogja, Jum’at, 20 September 2002.
'8 Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam, ( Jakarta: RajaGrafindo Pustaka, 1996), h. 80.
1 Menurut Azyumardi Azra persoalan epistimologis menyangkut “identitasa” atau “distingsi”
Islam pada madrasah pasca UUSPN-1989 menjadi persoalan berat, tapi mendesak untuk diselesaikan
para pemikir dan praktisi pendidikan Islam. Lihat Azyumardi Azra dalam Marwan Saridjo, h. 16.



hingga sekarang belum terjawab, terus menjadi agenda pokok dalam wacana
pemikiran Islam kontemporer.”

Kadaan tersebut semakin diperburuk oleh adanya kenyataan bahwa
modernitas dan modernisme Barat itu sendiri —yang sebagiannya juga diadopsi oleh
kaum Muslifn, termasuk dalam lapangan pendidikanwte;rancam gagal dalam
memenuhi “janji-janjinya untuk mensejahterakan kehidupan manusia baik lahir
maupun batin melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)”.*

Kenyataan itu menimbulkan krisis epistimologis pendidikan Islam yang
ditandai dengan adanya tarik tambang antara paradigma epistimologi “theo-sentris”,
yang mewarnai epistimologi ilmu pada abad pertengahan, dan “antropo-sentris”,
yang digunakan dalam epistimologi ilmu modern dan kontemporer, hingga akhirnya
melahirkan munculnya gagasan “islamisasi ilmu pengetahuan” sebagai bahan refleksi
dan upaya untuk keluar dari krisis epistimologis itu. Bahkan apa yang disebut terakhir
pun hinga saat ini belum sepenuhnya tuntas.”>

Terkait dengan “identitas” Islam itu, Hasbullah mempunyai catatan tersendiri
tentang kirikulum 1994 dalam kaitannya dengan perbedaannya dibandingkan
kurikulum sebelumnya, khususnya bagi madrasah, yaitu:

a. kalau pada kurikulum 1984, pelaksanaan pengajaran adalah persemester,
sebaliknya pada kurikulum 1994 memakai catur wulan.

b. istilah bidang studi diganti dengan mata pelajaran.

20 Ibid., h. 14.
2 1bid , h. 15.
22 Ibid,



¢. pendidikan agama yang semula (pada kurikulum 1984) lebih kurang 30%, pada

kurikulum 1994 hanya lebih kurang 10%.%

Atas kenyataan ini menarik untuk menyimak kembali sinyalemen Kareevl A.
Steenbrink yang mengatakan bahwa sistem madrasah memberikan perhatian besar
terhadap bahasa Arab. Terbukti dengan diberikannya penga;jaran bahasa Arab di
madrasah yang berlangsung sejak tingkat ibtidaiyah. Meski pada dasarnya,
pengajaran bahasé Arab pada tingkat ini, hanya sebatas diarahkan pada kepustakaan
dan terminologi Islam. Menurutnya, keadaan seperti ini, dimana bahasa Arab
niehdapat tempat yang berarti, berbeda jauh dengan di SMP dan SMA dimana bahasa
Arab merupakan bahasa fakultatif saja.?* Lebih ekstrem lagi, bila di SMA ada
pelajaran bahasa Inggris, Jerman, Prancis, misalnya, tapi pelajaran bahasa Arab tidak
ada.”

Hadirnya praktik semacam ini yang tampil di tengah-tengah pendidikan kita,
sebagaimana disinyalir Kareel A. Steenbrink di atas, menjadi realitas tersendiri untuk
diamati dan dikaji. ‘Terlebih kurikulum madrasah pasca UUSPN itu alokasi untuk
pelajaran agama sangat sedikit. Sehingga atas kenyataan ini Hasbullah mensinyalir
bahwa kecil kemungkinan untuk dapat memunculkan ciri khas madrasah dengan baik

dan memiliki nilai tambah dibandingkan dengan sekolah umum yang sederajat.

3 Hasbullah, Op.Cit.

ZArtinya hanya ada beberapa SMP dan SMA, itu pun pada umumnya didirikan organisasi
swasta Islam, yang memasukkan bahasa Arab ke dalam kurikulum. Lihat Karel A. Steenbrink,
Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen, terj. Kareel A. Steenbrink dan
Abdurrahman, (Jakarta: LP3ES, 1994), Cet. Ke-2, h. 178,

®Azyumardi Azra, Esai-esai Intelekual Muslim dan Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, 1995), h.141.
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Terlebih dalam konteks ini untuk melahirkan orang-orang yang ahli dalam menguasai
pengetahuan agama Islam secara mendalam ?®

Sinyalemen di atas kiranya tidak terlalu berlebihan, karena pada sisi yang lain
madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang hadir sebagai wadah bagi
berlangsungnya pendidikan Islam itu sendiri. Dimana i)endidikan Islam itu
merupakan suatu proses pembentukan individu berdasarkan ﬁjaran—ajaran Islam yang
diwahyukan Allah Swt. kepada Muhammad Saw.?” Pendidikan Islam adalah
bimbingan jasmani-rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada
terbentuknya kepribadian utama, menurut ukuran-ukuran Islam.”®

Dan hampir bisa dipastikan, bahwa madrasah merupakan realisasi pendidikan
yang menampung aspirasi sosial-budaya-agama penduduk Indonesia yang memeluk
agama Islam, yang secara kultural berakar pada kelompok masyarakat yang disebut
santri. Pada umumnya, madrasah terpilih sebagai wahana pendidikan putra-putri anak
bangsa, dari yang disebut dengan kelompok santri itu, terdorong oleh komitmen
keagamaan yang kuat.*

Bahkan, seiring dengan lahirnya UUSPN itu, dengan diterimanya madrasah ke
dalam jalur persekolahan, transformasi madrasah tidak bisa dihindarkan adanya.

Implikasinya lebih jauh, madrasah mengalami perluasan definisi yang tidak lagi

26 Hasbullah, Op.cit. h. 88.

2 Azra, Op.cit., h. 5.

2% Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: al-Ma’arif,1980),
h.23.

» Menurut A. Malik Fajar, hal itu bisa terjadi karena mereka terpengaruh oleh seruan
terhadap “hendaklah diantara kalian sebagian yang terpanggil untuk mendalami  agama”
(QS. Al-Taubah (9):122). Lihat, A. Malik Fajar, Madrasah dan Tantangan Modernitas,
(Bandung: Mizan, 1999), h. 26.
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sebagai lembaga pendidikan Islam eksklusif keagamaan, tetapi sudah ’merupakan
lembaga pendidikan jalur sekolah yang berakar pada budaya bangsa.3 0

Namun demikian, keberadaannya tidak bisa lepas dari semangat ajaran
Islam.”’ Madrasah dengan identitasnya sebagai sekolah dengan “ciri khas Islam” ini
tidak lepas dari induk semangnya sebagai lembaga pendidikaﬁ Islam yang al-Qur’an
sebagai sumber pertamanya,32 yang tidak saja menempatkan “Islam” sebagai sumber
nilai, dan sekaligus sebagai bidang studi yang ditawarkan lewat program studi yang

33

diselenggarakan di dalamnya.”™ Tetapi juga seluruh kegiatan pengembangannya

menjadikan ajaran Islam sebagai “basic reference i

Dijadikannya Islam sebagai “basic reference” ini sama sekali bukan bukti
akan sebuah ke-eksklusif-an, ai(an tetapi justru sebaliknya. Karena al-Qur’an, yang
berbahasa Arab itu, secara tekstual sejak 14 abad yang lalu telah menegaskan bahwa
Islam adalah ajaran universal di mana misi serta klaim kebenaran ajarannya
melampaui batas-batas suku, etnis, bangsa dan bahasa. Banyaknya firman Allah yang
menggunakan seruan-Nya dengan ungkapan “Wahai manusia..” misalnya,

merupakan sebuah penegasan akan kosmopolitanisme atau globalisme Islam.*

Dengan al-Qur’an sebagai sumber pertamanya, maka al-Qur’an menduduki

tempat paling depan dalam pengambilan sumber-sumber pendidikan lainnya. Segala

% Ibid. h. 161.

'Lembaga-lembaga pendidikan Islam, sepanjang sejarahnya, lahir dan berkembang sesuai
dengan semangat ajaran Islam itu sendiri. Azra mencontohkan hal ini dengan didirikannya masgjid
Quba oleh nabi Muhammad Saw. dalam perjalanan hijrahnya dari Mekkah ke Madinah, yang antara
lain juga diajari tulis baca. Azra, Op.Cit., h. 14

* Azra, Ibid., h. 9.

Bzarkowi Soejoeti, dalam A. Malik Fajar, 7bid., h. 2.

3 Abdul Rahman Shaleh, Op.Cit., h. 128.

3 Tarmizi Tahir, Islam dan Isu Globalisasi: Perspektif Agama dan Budaya, dalam Agama dan
Dialog Antar Peradaban, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 171



kegiatan dan proses pendidikan Islam haruslah senantiasa berorientasi prinsip-prinsip
dan nilai-nilai al-Qur’an.

Dan dalam praktiknya, al-Qur’an tidak hanya menjadi dasar bagi pendidikan
Islam an sich. Lebih jauh lagi, al-Qur'an adalah merupakan dokumen ummat
manusia.”® Ia juga dijadikan dalil pokok dan sumber dari hukum syari’ah,37 ia juga
merupakan wahyu yang disampaikan dalam “bahasa Arab yang je:las”’.3 ® Dan satu hal
yang pasti bahwa melalui al-Qur’an, dengan eksistensinya sebagai hudal linnas,”
Islam terikat bahkan tidak bisa dipisahkan dari bahasa Arab.*

Sehingga, antara bahasa Arab dan Islam di satu sisi dan bahasa Arab dan
al-Qur’an disisi yang lain, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Keduanya ibarat dua sisi mata uang, antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan.
Bahasa Arab tidak bisa dipisahkan dari Islam mengingat kitab suci orang-orang Islam
adalah al-Qur’an yang berbahasa Arab.*' Begitu juga bahasa Arab tidak bisa
dipisahkan dari al-Qur’an karena mempelajari bahasa Arab adalah syarat wajib untuk
menguasai isi al-Qur’an, dan mempelajari bahasa al-Qur’an berarti mempelajari
bahasa Arab.*2

Maka, untuk dapat memahami Islam yang ajaran-ajarannya termaktub dalam
al-Qur’an, bahasa Arab menjadi kebutuhan, bahkan kebutuhan mutlak, yang harus

dikuasai. Sebab, tanpa pengetahuan bahasa Arab mustahil akan dapat memahami

% Fazlur Rahman, Tema Pokok Al-Qur’an, terj. Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka, 1983),
h. 1

37 Abd. Wahab Khalaf, /lmu Ushul Figh, terj. Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press,
1996), h. 22

% Q.5.16:103;26:195

¥Q.S.2:185

3. pedersen, Fajar Intelektualisme Islam Buku Dan Sejarah Penyebaran Informasi Di Dunia
Arab, terj. Alawiyah Abdurrahman, (Bandung: Mizan, 1996), h. 35

*'Dep. Agama RI, Pengajaran Bahasa Arab Pada Pergurnan Tinggi Agama IsiamIAIN
(Jakarta: Proyek Pembinaan Sistem Pendidikan Agama, 1975), h. 67.

“Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama Dan Bahasa Arab,
(Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 188.
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ajaran Islam dari sumber-sumbernya yang asli, yang semuanya itu tertulis dalam
bahasa Arab.

Meski sebagaimana diakui Prof. Dr. Mukti Ali, bahwa menguasai bahasa
Arab an sich tidaklah cukup. Penguasaan akan bahasa Inggris juga diperlukan untuk
meluaskan pandangan terhadap agama Islam, mengingat pengetahuan agama Islam
sendiri bukan hanya dibahas dan ditulis dalam bahasa Arab saja, tetapi juga ditulis
dan dibahas dalam bahasa-bahasa dunia lainnya, diantara lain ialah bahasa Inggris.43

Sementara pada sisi lain kita dihadapkan pada kenyataan bahwa, survei
membuktikan, bahasa Arab tampak masih asing bagi rakyat Indonesia yang menurut
perhitungan statistik, bahwa 90% rakyat Indonesia memeluk agama Islam. Meski,
pada dasarnya mereka melafazkan bahasa Arab setiap kali menunaikan sholat yang
minimal 17 rakaat sehari semalam.**

Tarik menariknya antara madrasah sebagai wadah bagi berlangsungnya
pendidikan Islam yang dalam seluruh kegiatan pengembangannya bercita-cita untuk
menjadikan Islam sebagai basic reference, sementara pasca UUSPN yang disusul
dengan lahirnya kurikulum 1994 yang ternyata justru alokasi untuk mata pelajaran
agamanya ternyata sangat sedikit, menarik untuk dijadikan bahan kajian. Terlebih
jika diproyeksikan secara lebih khusus kepada pencarian paradigma pengajaran
bahasa Arab di Madrasah Aliyah pasca UU. No. 2 tentang sistem pendidikan

nasional.

C. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, inti permasalahan yang hendak dikemukakan
dalam penelitian ini adalah “bagaimana paradigma pengajaran bahasa Arab di

Madrasah Aliyah pasca UU RI No. 2 tentang sistem pendidikan nasional?”.

BMukti Ali, Agama dan Pembangunan di Indonesia, (Biro Hubungan Masyarakat
Departemen Agama Republik Indonesia, 1972), h. 15.
*Azra, Op.Cit., h. 138.
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Selanjutnya, untuk memperoleh jawaban yang memadai dan mendalam dari
inti permasalahan di atas, inti permasalahan itu dibagi ke dalam beberapa masalah
yang meliputi:

1. Bagaimana kedudukan, pengertian, visi dan misi, serta tujuan Madrasah Aliyah
sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional ?. |
2. Bagaimana implikasinya terhadap konstruksi kurikulum pengajaran mata pelajaran

bahasa Arab 1994 ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui kedudukan, pengertian, visi dan misi serta tujuan
Madrasah Aliyah sebagai sub sistem pendidikan nasional.
b. Untuk menjelaskan bagaimana implikasinya terhadap konstruksi kurikulum .
pengajaran mata bahasa Arab 1994,
2. Kegunaan Penelitian
a. Meski mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, akan tetapi tampak
bahwa animo terhadap bahasa Arab tidak sebesar animo masyarakat
terhadap bahasa Inggris, misalnya, terlebih bahasa Inggris hadir sebagai
bahasa asing pertama di Indonesia. Akibat lebih jauh dari keadaan seperti
ini adalah bahwa bahasa Arab menjadi semakin asing, bahkan semakin
terasingkan. Pada skala yang lebih besar lagi, semakin asingnya bahasa
Arab membuat semakin jauh pula animo masyarakat untuk memahami

al-Qur'an. Di tengah situasi seperti ini, penelitian ini hadir untuk
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menggugah kesadaran akan pentingnya penguasaan bahasa Arab yang
memadai, terlebih untuk mendalami Islam. Sebab, nihil artinya bagi kita
yang ingin mendalami Islam, tapi sama sekali tidak menguasai bahasa Arab.

b. Kecuali fnemperkaya khazanah keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi, terutama sebagai bahan réﬂektif bagi “decision
makers” yang sampai saat ini terus rajin bergelut mengikuti dan beri’tikad
baik untuk menjadikan pendidikan Islam, terutama madrasah, untuk terus

dinamis,

F. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini kajian tentang kurikulum 1994 mata pelajaran Bahasa Arab telah
banyak dilakukan. Studi lapangan yang dilakukan Siti Zahrok dalam skripsinya
Penerapan Kurikulum 1994 Mata Pelajaran Bahasa Arab dan Problematikanya Di
MAN Tlogo Blitar Tahun 1996 yang membahas tentang praktik kurikulum 1994 di
MAN Tlogo Blitar mengungkap bahwa minimnya jam pelajaran di kelas dan tidak
adanya jam tambahan menjadi kendala tersendiri (faktor penghambat) untuk
tercapainya pengajaran bahasa Arab yang baik sebagaimana yang diinginkan dalam
GBPP mata pelajaran bahasa Arab kurikulum 1994. Demikian juga metode tidak
berjalan sebagaimana mestinya. Lebih jauh disebutkan bahwa berubahnya status MA
menjadi SMU menjadi kendala tersendiri akan tercapainya tujuan pengajaran bahasa
Arab di MA secara maksimal.

Studi laparigan Juga dilakukan oleh Abdul Hanan Masﬁr dalam skripsinya
Problematika Kurikulum 1994 Bidang Studi Bahasa Arab Di MAN Pakem Sleman.
Tidak jauh dengan studi sebelumnya, studi ini mengungkap adanya permasalahan
yang muncul dalam penerapan kurikulum 1994 di MAN Pakem, baik dari segi tujuan;
kurang spesifik dan minimnya alokasi waktu yang tersedia, materi; terlalu padatnya

materi pelajaran sehingga penerapannya tidak sepenuhnya tuntas mengingat
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waktunya yang terbatas, metode; metode sebagaimana yang disebut dalam GBPP
tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan evaluasi; terbatasnya waktu yang tersedia
sehingga seringkali evaluasi terabaikan.

Selanjutnya dalam membahas objek kajian penelitian ini rujukan utamanya
(sumber primer) adalah Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 1993
tanggal 22 Desember 1993 tentang kurikulum MA sebagaimana yang tercantum
dalam lampiran I tentang Landasan, Program dan Pengembangan Kurikulum MA,
Lampiran 1l tentang Garis-garis Besar Program Pengajaran, dalam hal ini mata
pelajaran bahasa Arab, dan Lampiran III tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum .

Karya lain yang terkait dengan studi ini adalah Hasbullah dalam Kapita
Selekta Pendidikan Islam. Pengembangan madrasah kurikulum 1994 adalah salah
satu sub pembahasan tersendiri dalam buku ini. Dari pembahasan itu diantara yang
cukup menggelitik bahwa Ia menyangsikan akan kemungkinan untuk dapat
memunculkan ciri khas madrasah dengan baik dan memiliki nilai tambah
dibandingkan dengan sekolah umum yang sederajat, terlebih untuk melahirkan orang-
orang yang ahli dan menguasai pengetahuan agama Islam, setelah melihat minimnya
alokasi mata pelajaran agama pada madrasah pasca UUSPN 1989 vyang
kedudukannya sebagai SMU “khas Islam”.

A. Malik Fajar dalam Madrasah dan Tantangan Modernitas memetakan
ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem
pendidikan nasional berikut Peraturan Perundangan yang mengarafumya pedoman
pelaksanaannya, yang secara khusus berpengaruh dalam pemetaan Madrasa Aliyah.

Maksum dalam Madrasah Sejarah dan Perkembangannya menjelaskan
tentang transformasi madrasah yang begitu luar biasa seiring dengan terintegrasinya
pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional.

Namun demikian, séjauh pengetahuan penulis kajian yang disebut di atas

belum menyentuh apa yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu Paradigma Pengajaran
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\

Bahasa Arab Di Madrasah Aliyah Pé§c\a UUSPN-1989 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional Perspektif Konstruksi Kurikulum, sehingga disinilah letak signifikansi

penelitian ini.

G. Landasan Teori

Thomas S. Kuhn, sebagaimana dikutip Kuntowijoyo, memberikan
pemahaman tentang paradigma bahwa paradigma pada dasarnya merupakan realitas
sosial yang dikonstruksi oleh “mode of thought” atau “mode of inquiry” tertentu
yang pada gilirannya akan menghasilkan “mode of knowing” tertentu pula.*

Demikian juga, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 1993
tanggal 22 Desember 1993 tentang kurikulum 1994 Madrasah Aliyah sebagaimana
yang tercantum dalam Lampran I tentang Landasan, Program dan Pengembangan
Kurikulum MA, Lampiran II tentang Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP),
dalam hal in1 GBPP mata pelajaran Bahasa Arab, dan Lampiran III tentang Pedoman
Pelaksanaan Kurikulum, dalam penelitian ini dilihat sebagai “mode of knowing”
sebagai hasil dari “mode of thought” atau “mode of inquiry” dari decision makers,
atau pihak yang terkait, terhadap kurikulum.

Atas dasar itu, penelitian ini lebih jauh ingin mengkaji paradigma (cara
pandang) pada pengajaran di Madrasaﬁ Aliyah pasca UUSPN yang kedudukannya
sebagai SMU “khas Islam”, melalui konstruksi kurikulum yang tema-temanya
meliputi tujuan, materi, metode dan evaluasi.

Pencarian paradigma itu dirasa penting sebelum akhirnya terjadi disorientasi
terkait dengan terintegrasinya madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional,

implisit di dalamnya adalah Madrasah Aliyah. Karena menurut Alvin Toffler, apabila

* Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi, ( Bandung: Mizan, 1998), h. 327.
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manusia tidak segera belajar menguasai tingkat perubahan dalam masalah pribadi
maupun masyarakat pada umumnya, maka akan terperosok ke dalam kelumpuhan
proses secara besar-besaran.*® Terlebih hadimya UUSPN ini merupakan legitimasi
formal bagi madrasah khususnya, dan pendidikan Islam umumnya untuk mengambil
péran yang kompetitif dalam setting sosiologis bangsa, waléupun tetap saja tidak
mampu menyamai pendidikan umum yang ada dengan otonomi dan \dukungan yang

lebih luas, dalam mewujudkan pendidikan secara nyata.*’

1. Kurikulum
a. Pengertian Kurikulum

Secara historis, digunakannya “kurikulum” sebagai istilah yang digunakan
dalam bidang pendidikan baru terhitung sejak 1955, atau lebih tepatnya sejak kurang
lebih satu abad yang silam. Jauh sebelum itu, tepatnya pada 1856, “kurikulum”
merupakan istilah yang digunakan dalam bidang olah raga.**

Sebagai sebuah istilah yang digunakan dalam bidang olah raga, kurikulum
berarti suatu alat yang membawa seseorang dari siart sampai finish. Sedangkan
“kurikulum” sebagai istilah yang digunakan dalam bidang pendidikan, pada waktu
itu, berarti sejumlah mata pelajaran di suatu perguruan.*’

Hingga saat ini, kurikulum merupakan istilah yang melekat dalam bidang
pendidikan, bahka;l sebagai disebut di atas, mempunyai kedudukan sentral dalam

seluruh proses pendidikan.

 Alvin Toffler, Kejutan Masa Depan, (Jakarta: Pantja Simpati, 1992), h.10.
47Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5.
::Ahmad Tafsir, Op.Cit. him. 53. Lihat juga Nasution, Op.Cit., h. 2.

1bid,
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Namun dalam perkembangan selanjutnya, kurikulum dalam pengertian seperti
di atas, yang didasari oleh adanya pandangan tradisional yang mengatakan bahwa
kurikulum adalah rencana pelajaran di sekolah, tidak lagi mendapat perhatian. Sebab
dalam praktiknya kegiatan belajar di sekolah tidak hanya kegigtan mempelajari mata
pelajaran. Lebih dari itu, mempelajari mata pelajaran hanyalah satu dari aneka
kegiatan belajar di sekolah.>

Sebaliknya, ber-negasi dengan pandangan . kurikulum tradisional di atas,
dalam pandangan modern, kurikulum ialah semua yang secara nyata terjadi dalam
proses pendidikan di sekolah. Bahkan semua pengalaman belajar itu sendiri adalah
kurikulum,”!

Implikasi dari pandangan inodern di atas, bahwa cakupan kurikulum itu luas
sekali, seluas masyarakat, demikian Ahmad Tafsir. Sehingga tidak berlebihan jika
kehadiran kurikulum dalam bidang pendidikan, secara konseptual, diartikan secara
berbeda-beda oleh para ahli. Kecuali berkat “rajinnya” tokoh-tokoh pendidikan dalam
memikirkan tentang kurikulum, tetapi juga sebagai konsekwensi lain dari
berkembangnya teori dan praktik pendidikan yang dianutnya. Diéamping karena
pengembangan kurikulum itu sendiri yang merupakan proses yang tidak henti-
hentinya, bahkan kerap kali perubahan zaman menuntut kurikulum baru dan juga
pengertian baru mengenai kurikulum.

Hasan Langgulung misalnya, yang sekadar memberi “guide line”,

mengemukakan bahwa kurikulum adalah:

%0 Ahmad Tafsir, Op.Cit., h. 53.
3 bid.
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“Kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial,
olahraga dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi murid-murid di
dalam dan di luar sekolah dengan maksud menolongnya untuk berkembang

menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkah laku mereka sesuai

dengan tujuan-tjuan pendidikan”.*?

Dalam Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang sitem pendidikan nasional
dalam pasal 1 butir 9 undang-undang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
kurikulum adalah: “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
belajar-mengajar”.

Bahkan menurut Nasution, pengertian kurikulum ada kecendrungan untuk
terus semakin meluas. Hal itu disebabkan oleh karena banyaknya tugas yang,
sedianya ditangani oleh rumah tangga dan lembaga informal lainnya, dibebankan
kepada sekolah.*

Sungguhpun demikian, Hilda Taba yang kemudian diikuti oleh Ralph W.
Tyler, sebagaimana dijelaskan Ahmad Tafsir mengelompokkan isi kurikulum yang
luas itu menjadi empat saja, yaitu tujuan, isi, pola belajar-mengajar, dan evaluasi.

Selanjutnya, bila orang ingin membuat atau menilai kurikulum, perhatiannya
tertuju pada empat pertanyaan:

1. Apa tujuan pengajaran? (pengajaran dalam arti luas)
2. Pengalaman belajar apa yang disiapkan untuk mencapai tujuan?

3. Bagaimana pengalaman belajar itu dilaksanakan?

4. Bagaimana menentukan bahwa tujuan telah tercapai?

52 Pengertian kurikulum di atas dikemukakan oleh al-Syaibany yang dikutip oleh Hasan
Langgulung. Lihat Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam, (Jakarta: Al-Husna Zikra, 2000),
h.

>3 Nasution, Op.Cit., h. 19.
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Selanjutnya dari keempat pertanyaan di atas diketahui bahwa kurikulum mengandung
empat komponen: tujuan, isi, metode atau proses belajar mengajar, dan evaluasi.®
Menurut Nasution lebih jauh, pola kurikulum yang dikemukakan oleh Tyler,
seperti di atas, meski tampaknya sangat sederhana, namun dalam kenyataannya lebih
kompleks daripada yang diduga. Bahkan konsep Tyler tentané komposisi kurikulum
itu masih dipertimbangkan hingga sekarang, meski tentu saja tidak “steril” dari
kritik.” |
Berangkat dari dasar pemikiran seperti di atas, selanjutnya keempat
komponen yang masing-masingnya merupakan bagian integral ini selanjutnya
menjadi tema-tema yang akan diuraikan menyangkut implikasi gagasan dasar MA

Pasca-UUSPN terhadap konstruksi kurikulum pengajaran bahasa Arab di MA.

b. Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan
yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar hasil pengembangan kurikulum tersebut
sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan peserta didik, lingkungan, kebutuhan daerah
sehingga dapat memperlancar pelaksanaan proses pendidikan dalam rangka
mewujudkan tercapainya cita-cita tujuan nasional. Prinsip-prinsip itu adalah:
1. Prinsip Relevansi

Bahwa ada relevansi, kesesuaian, keserasian antara pendidikan dengan
tuntutan masyarakat. Pendidikan dikatakan relevan jika hasil hasil pendidikan
tersebut berguna secara fungsional bagi masyarakat, yang meliputi;

a. Relevansi pendidikan dengan lingkungan kehidupan peserta didik.

* Ahmad Tafsir, Op.Cit., h.54
*Nasution, Op.Cit., h. 18
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b. Relevansi pendidikan dengan kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan
datang.

¢. Relevansi pendidikan dengan tuntutan dunia kerja.

d. Relevansi pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Prinsip Efektivitas Dan Efisiensi
a. Prinsip efektifitas
Artinya sejauh mana apa yang direncanakan dapat dilaksanakan atau dapat
dicapai. Meliputi:
1. Efektifitas mengajar guru: sejauhmana kegiatan belajar mengajar yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Efektifitas belajar peserta didik: sejauh mana tujuan mata pelajaran yang
diinginkan telah dicapai melalui kegiatan belajar mengajar.
b. Prinsip Efisiensi
Proses belajar mengajar dikatakan efisien jika usaha, biaya dan waktu yang
digunakan untuk menyelesaikan program pengajaran dapat merealisasikan hasil yang

optimal.

3. Prinsip Kesinambungan (Continuitas)
Bahan kurikulum disusun dengan mempertimbangkan:
a. Bahan pelajaran yang diperlukan untuk sekolah yang lebih tinggi harus
diajarkan di sekolah sebelumnya.
b. Bahan yang sudah diajarkan di sekolah yang lebih rendah tidak perlu

diajarkan lagi di sekolah yang lebih tinggi.
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4. Prinsip Fleksibilitas.

Artinya guru diberi otoritas dalam pengembangan kurikulum sesuai dengan

minat, kebutuhan peserta didik dan kebutuhan daerah lingkungannya.

5. Prinsip Berorientasi pada Tujuan

Artinya bahwa sebelum bahan ditentukan maka langkah pertama yang
dilakukan oleh guru adalah menentukan tujuan lebih dahulu, hal ini dimaksudkan
agar jam dan kegiatan pengajaran dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dengan kejelasan tujuan guru dapat menentukan secara tepat metode, alat dan

evaluasi.

6. Prinsip Pendidikan Seumur Hidup

Bahwa proses pendidikan tidak saja dilakukan di sekolah, dan tidak juga
merupakan monopoli sekolah. Namun proses pendidikan dapat dilakukan di luar
sekolah, misalnya, dalam keluarga dan masyarakat. Prinsip ini berimplikasi yaitu agar
sekolah tidak sekadar memberi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan pada
saat peserta didik tamat dari sekolah namun juga memberikan bekal kemampuan

untuk dapat menumbuhkembangkan dirinya sendiri.

7. Prinsip dan Model Pengembangan Kurikulum
Pengembangan kurikulum dilakukan secara bertahap dan terus menerus yaitu
dengan jalan mengadakannya terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai

untuk melakukan perbaikan, pemantapan, dan pengembangan lebih lanjut.*®

¢. Organisasi Kurikulum
Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa

kerangkan umum program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada

%6Subandijah, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996),
h. 48-54.
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murid. Struktur program dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu struktur

horisontal dan struktur vertikal.

1. Struktur Horisontal

Struktur horisontal dalam pengorganisasian kurikulum adalah suatu bentuk
penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada murid. Masalah
pengorganisasian ini cukup penting peranannya, karena disamping bertalian erat
dengan tujuan pendidikan juga akan menentukan isi pelajaran dan mempengaruhi
cara atau strategi penyampaiannya. Penyusunan kurikulum model ini mempunyai tiga
macam bentuk, yaitu separate-subject-curriculum, correlated-curriculum, dan
integrated-curriculum.

a. Separate — Subject — Curriculum

Kurikulum yang disusun dalam bentuk ini menyajikan bahan pelajaran dalam
bentuk subjek atau mata-mata pelajaran tertentu. Tiap mata pelajaran tersebut satu
dengan yang lain bersifat terpisah—piSah. Mata pelajaran-mata pelajaran itu biasanya
berupa pengetahuan yang telah disusun secara logis dan sistemis untuk disajikan
kepada murid. Jumlah mata pelajaran yang diberikan cukup bervariasi tergantung
tingkat dan jenis sekolah yang bersangkutan.

Kurikulum yang disusun dalam bentuk terpisah-pisah itu lebih bersifat
subject-centered, berpusat pada bahan pelajaran, dari pada child-centered, berpusat
pada kebutuhan anak. Hal ini tidak lain berangkat dari pandangan ilmu jiwa asosiasi,
yaitu mengatakan bahwa kepribadian yang utuh dapat dibentuk berdasarkan sejumlah
pengetahuan yang diperoleh secara terpisah.

Sebagai implikasinya kurikulum bentuk terpisah ini sangat menekankan pada
pembentukan intelektual dan kurang mengutamakan pembentukan kepribadian anak

secara keseluruhan. Jika hanya berdasarkan potongan-potongan pengetahuan yang
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terpisah satu dengan yang lain, memang sulit kiranya untuk mencapai terbentuknya

kebulatan pengetahuan dan kepribadian anak.

Skope (scope) bahan pelajaran, yaitu luas bahan pelajaran atau seluruh

pengalaman edukatif yang harus diberikan kepada anak di sekolah, dan pengurutan

(sequence) bahan pelajaran biasanya telah disusun dan - ditentukan oleh tim

pengembang kurikulum yang terdiri dari para ahli.

Ada beberapa kelebihan dan kelemahan yang dapat dikemukakan dalam

kurikulum yang bersifat subject-centered tersebut. Diantara kelebihan-kelebihan itu

adalah:

L.
2.

Bahan pelajaran dapat disajikan secara logis, sistematis, dan berkesinambungan.
Organisasi  kurikulum bentuk ini sangat sederhana, mudah direncanakan, mudah

dilaksanakan, dan mudah pula untuk diadakan perubahan jika diperlukan.

. Kurikulum ini mudah dinilai untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk

dapat dilakukan perubahan seperlunya.

. Kurikulum bentuk ini memudahkan bagi guru sebagai pelaksana kurikulum karena

disamping bahan pelajaran memang sudah disusun secara terurai dan sistematis,
karena umumnya juga dididik dan dipersiapkan untuk melaksanakan kurikulum
yang bersifat demikian.

Adapun kelemahan-kelemahannya antara lain:

. Kurikulum bentuk ini memberikan mata pelajaran-mata pelajaran secara terpisah-

pisah. Hal ini memungkinkan terjadinya pemerolehan pengalaman secara lepas-

lepas tidak sesuai dengan kenyataan.

. Kurikulum bentuk ini kurang memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi

anak secara faktual dalam kehidupan sehari-harinya.

. Kurikulum bentuk ini cenderung statis dan ketinggalan zaman.

. Tujuan kurikulum bentuk ini sangat terbatas karena hanya menekankan pada

perkembangan intelektual dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang lain.
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b. Correlated — Subject - Curriculum

Bentuk kurikulum ini berusaha untuk menghubung-hubungkan antara
berbagai mata pelajaran (correlated curriculum). Akan tetapi, dalam correlated-
subject ini tidak sekadar memaksakan adanya hubungan antara berbagai mata
pelajaran, melainkan juga tetap mempertahankan adanya batas;batas yang ada.

Usaha—usahé. memberi korelasi antara mata pelajaran yang satu dengan
lainnya dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pertama, menghubungkan antara dua mata pelajaran atau lebih secara
insidental. Misalnya bahan pelajaran Sejarah, Geografi, Bahasa Inggris, Bahasa
daerah dihubungkan dengan bahan pelajarn Bahasa Indonesia, atau sebaliknya.
Kedua, menghubungkan secara lebih erat jika terdapat suatu pokok bahasan atau
masalah tertentu.yang dibicarakan dalam berbagai mata pelajaran. Misalnya masalah
moral, etika, dan kependudukan dibicarakan dalam mata pelajaran Pendidikan Moral
Pancasila, Agama dan sebagainya;

Ketiga, menghubungkan beberapa mata pelajaran dengan menghilangkan
batas-batas yang ada, jika hal itu memang dimungkinkan. Misalnya mata pelajaran
Sejarah, Ekonomi, dan Ilmu Bumi menjadi satu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan
Sosial.

Organisasi ‘kurikulum yang disusun dalam bentuk correlated ini mempunyai
kelebihan dan kekurangan. Diantara kelebihan-kelebihannya adalah:

1. Adanya korelasi antara berbagai mata pelajaran dapat menopang kebulatan
pengalaman dan pengetahuan murid berhubung mereka menerimanya tidak secara

terpisah-pisah.
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2. Adanya korelasi antara berbagai mata pelajaran memungkinkan murid untuk
menerapkan pengetahuan dan pengalamannya secara fungsional.
Sedangkan kelemahan-kelemahannya antara lain:

1. kurikulum bentuk correlated-subject ini pada hakikatnyé masih bersifat subject-
centered dan belum memilih bahan yang langsung berkaitan dengan minat dan
kebutuhan anak serta masalah-masalah kehidupan schari-hari.

2. Penggabungan beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan dengan lingkup

yang lebih luas tidak memberikan pengetahuan yang sistematis dan mendalam.

c. Integrated-Curriculum

Kurikulum bentuk integrated ini menghilangkan batas-batas  diantara
berbagai mata pelajaran. Berbeda dengan kurikulum bentuk correlated-subject yang
hanya menghubungkan antara beberapa mata pelajaran dan masing-masing masih
mempertahankan atau menampakkan eksistensinya. Mata pelajaran-mata pelajaran
dilebur menjadi satu keseluruhan dan disajikan dalam bentuk unit. Akan tétapi, yang
penting dalam kurikulum ini bukan hanya bentuknya saja, melainkan juga tujuan
yang akan dicapainya.

Kurikulum bentuk unit ini mempunyai ciri-ciri, pertama, unit merupakan satu
kesatuan bulat dari seluruh bahan pelajaran. Faktor yang menyatukan adalah masalah-
masalah diselidiki dan atau dipecahkan oleh murid. Segala aktivitas murid harus
berkaitan erat dengan pokok masalah tersebut. Dengan demikian unit menghilangkan
batas-batas dianatar Berbagai mata pelajaran. Kedua, unit didasarkan pada kebutuhan
anak baik yang bersifat pribadi maupun sosial, baik yang menyangkut kejasmanian
maupun kerohanian. Ketiga, dalam unit anak dihadapkan pada berbagai situasi yang
mengandung permasalahan yang biasanya berhubungan dengan kebutuhan kehidupan
sehari-hari (life-centered) yang dikaitkan dengan pelajaran di sekolah sesuai dengan

tingkat kemampuan anak.
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Keempat, unit memperghnakan dorongan-dorongan sewajarnya pada diri anak
dengan melandaskan diri pada teori-teori belajar. Anak diberi kesempatan melakukan
berbagai kegiatan sesuai de;lgan minatnya. Kelima, pelaksanaan unit sering
memerlukan waktu relatif lebih lama daripada pelajaran biasa di kelas.

Kurikulum bentuk unit ini mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan.
Diantara kelebihan-kelebihannya adalah:

1. Segala hal yang dipelajari dalam kurikulum unit bertalian erat satu dengan yang

lain. Anak tidak hanya mempelajari fakta-fakta yang lepas-lepas dan kurang
fungsional untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi.

2. Kurikulum ini sesuai dengan teori baru tentang belajar yang mendasarkan berbagai
kegiatan pada pengalaman, kesangggupan, kematangan, dan minat anak. Anak
dilibatkan secara aktif untuk t;erﬁkir dan berbuat serta bertanggungjawab baik
secara individual maupun kéiqplpok.

3. Dengan kurikulum ini lebih dimungkinkan adanya hubungan yang lebih erat
antara sekolah dan masyafakat karena masyarakat dapat dijadikan laboratorium
tempat anak melakukan kegiatan praktik.

Adapun kelemahan-kelémahannya adalah:

1. Kurikulum bentuk unit tidek mempunyai organisasi yang logis dan sistematis.
Bahan pelajaran tidak dapat ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh guru
atau lembaga, melainkan hzirus dirancang secara bersama-sama dengan murid.

2. Para guru tidak dipersiapkaﬁ untuk menjalankan kurikulum bentuk unit, sebab itu
sangat memberatkan. Para guru pada umumnya dihaslkan dihasilkan dan
dipersiapkan untuk menjalankan kurikulum yang bersifat subject-matter atau
correlated saja.

3. Pelaksanaan kurikulum bentuk unit juga amat repot. Hal itu disebabkan masih
berkurangnya berbagai pé;'élatan, dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan agak

berbeda dengan sekolah-sekolah biasa.
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4. Dengan kurikulum bentuk unit itu tidak dimungkinkan adanya ujian umum karena
permasalahan yang dihadapi di setiap sekolah tidak sama dan selalu berubah setiap

tahun.

2. Struktur Vertikal
Struktur \’/ertikall berhubungan dengan rhasalah sistem-sistem pelaksanaan
kurikulum sekolah, yaitu apakah kurikulum itu dijalankan dengan sistem kelas atau
tanpa kelas, sistem waktu yang.dipergunakan, dan masalah pembagian waktu untuk
masing-masing bidang studi phda tiap tingkat.
a. Pelaksanaan Kurikulum Melalui Sistem Kelas Dan Tanpa Kelas
1. Sistem kelas
Kurikulum yang dikembangkan menurut sistem ini dilaksanakan melalui
kelas-kelas tertentu, yaitu kelas I sampai kelas VI untuk Sekolah Dasar dan I sampai
Ml untuk Sekolah Lanjutan. Dt dﬁlam kurikulum tersebut telah ditentukan bahan apa
saja (scope) yang harus diajarkan yang mencakup seberapa luas dan dalam serta
bagaimana urutannya (sequenée) untuk disajikan pada tiap-tiap kelas itu.
2. Sitem tanpa kelas
Pelaksanaan program dengan sistem ini tidak mengenal adanya kelas-kelas
tertentu, dan yang ada hanyalah tingkat-tingkat program teﬁentu. Sistem tanpa kelas
ini misalnya dapat dilihat pada kursus-kursus yang diselenggarakan oleh lembaga
atau pihak tertentu. Keunggulan sistem ini terletak pada kebebasan yang dimilki
siswa dan cukup demokratis.
3.' Kombinasi antara sistem kelas daa tanpa kelas

Sistem ini merupakan gabungan antara sistem kelas dan tanpa kelas dengan
mempertemukan segi-segi keuntungan diantara keduanya. Anak yang memang

mempunyai kemampuan di atas kawan-kawannya diberi kesempatan untuk terus
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maju, tetapi juga tidak meninggalkan kelas sama sekali. Contoh sistem ini adalah
sistem pengajaran modul.
b. Sistem Unit Waktu yang Dipergunakan
Dalam sistem unit waktu yang dipergunakan ini dikenal adanya sistem
caturwulan dan semester. Dengan sistem unit catur wulan, satﬁ tahun dibagi menjadi
tiga unit waktu masing-masing selama 4 bulan, yaitu catur wulan I, II, dan IIL
Penyusunan kurikulum pun disesuaikan dengan pembagian unit waktu pada tiap
tingkat. Kepada anak diberi nilai hasil belajarnya sebanyak tiga kali setiap tahun.
Sistem unit waktu yang kedua adalah sistem semester. Dalam sistem-sitem
semester satu tahun dibagi menjadi dua unit dengan masing-masing unit selama enam
bulan.
c. Pengalokasian Waktu
1. Pengalokasian Waktu un'tuk‘r_nasing-masing Mata Pelajaran
Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam pembagian waktu
untuk masing-masing mata pelajaran adalah:
a. Besar kecilnya peranan suatu mata pelajaran dalam hubungannya untuk mencapai
tujuan pendidikan sesuai dengan lembaga dan spesialisasinya.
b. Luas, komplek atau sulitnya rhasing—masing mata pelajaran.

c. Peranan mata pelajaran dalam penyiapan lulusan suatu sekelah sesuai misinya.

2. Pengalokasian Waktu Untuk Pokok-Pokok Bahasan Tiap Mata Pelajaran
Pembagian waktu untuk tiap-tiap pokok bahasan dalam suatu mata pelajaran

dengan pertimbangan hal-hal berikut:



31

a. Peranan tiap pokok bahasan dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan
instruksional maupun kurikuler, baik yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan, maupun sikap.

b. Masalah luas, kompleks, dan sulitnya tiap pokok bahasan.’’

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan rasionalistik, dalam pengertian
berfikir bertolak dari filsafat raéionalisme, bukan sekedar berfikir menggunakan
rasio.”® Dalam pandangan rasionalisme, semua ilmu itu berasal dari pemaknaan
intelektual kita yang dibangﬁn atas kemampuan argumentasi secara logik, bukan
dibangun atas pengalaman empiri.” Dan realitas itu bukan hanya yang sensual
empiri, mengingat di atas empiri sensual ada empiri logik atau empiri teoretik.®’

Pendekatan ini dipilih, karena penelitian ini memerlukan eksplorasi dan
kemampuan argumentasi yarg memadai. Terlebih pengajaran bahasa Arab di
madrasah merupakan bagian dari realitas yang berlangsung dalam pendidikan Islam
yang dari masa ke masa menuntut akan adanya semacam “nuansa baru” agar
pengajaran bahasa Arab bisa berlangsung lebih hidup.

Oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan rasionalistik, maka

sebagai sumber utamanya adalah-bahan perpustakaan. Dengan demikian penelitian ini

5"Burhan Nurgiyantoro, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah, (Yogyakarta: BPFE,

1988), h 111 128.
*¥Noeng Muhajir, Metodolog1 Penelman Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), Cet.

ke-7, h. 55.

®Ibid,

®Secara aksiologik, Noeng Muhajir, membedakan antara: empiri sensual, empiri logik, dan
empiri etik. Empiri sensual dapat diamati kebenarannya berdasar empiri indrawi manusia; empiri logik
dapat dihayati kebenarannya karena ketajaman fikir manusia dalam memberi makna atau indikasi
empiri (yang tidak perlu menjangkau empiri secara tuntas); sedangkan empiri etik dapat dihayati
kebenarannya karena ketajaman akal budi manusia dalam memberi makna ideal atas indikasi empiri.
(Noeng Muhajir, /bid.,h. 10-11).
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merupakan penelitian literatur (/ibrary research). Sumber primernya adalah semua
buku-buku yang membahas langsung masalah kurikulum dan pengajaran bahasa
Arab. Sedangkan sumber sekundernya adalah karya-karya yang menyinggung
" masalah pengajaran bahasa Arab, baik dalam bentuk buku, artikel dan sebagainya.

Dari data-data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode reflektif,
yaitu berfikir yang prosesnya mondar-mandir antara yang empirik dengan yang
abstrak.®’

Letak relevansi digunakannya metode ini adalah terutama untuk menjelaskan
hal pengajaran bahasa Arab. Pengajaran bahasa Arab di madrasah dalam penelitian
ini didudukkan sebagai fenomena empiri kasus, yaitu fenomena empiri kasus yang
berlangsung di madrasah. Sebagai empiri kasus, pengajaran bahasa arab di madrasah
perlu dijabarkan lebih jauh (menjadi abstraksi yang lebih be&ﬁakna). Karena dalam
metode reflektif, empiri kasus dapat saja menstimulasi berkembangnya konsep
abstrak yang luas; dan menjadikan mampu melihat relevansi emperi pertama dengan
emperi-emperi lain yang termuat dalam konsep abstrak baru yang dibangunnya.
Mondar-mandirnya berfikir reflektif itu tidak hanya berlangsung antara yang empirik
dengan yang abstrak; dikaitkan dengan berfikir antisipatif, merefleksi tersebut dapat
merefleksi wawasan masa lampau-kini-mendatang tak linier.

Dan juga menggunakan mefode deskriptif, yaitu proses pemecahan masalah
yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek
penelitian pada saat sekarang berdas;rkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana
adanya.® Letak relevansi digunakannya metode ini adalah karena pengajaran bahasa
Arab di madrasah, implisit didalamnya Madrasah Aliyah, merupakan fakta-fakta

yang tampak atau sebagaimana adanya yang akan dilacak dalam penelitian ini, yaitu

61
Ibid., h. 66.
62Hadarl Nawawi, Metode Penelman Btdang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 1998), cet. ke-8, h. 63.
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melalui bahan perpustakaan. Dengan demikian pendekatan dan kedua metode ini

diharapkan dapat menghasilkan hasil penelitian yang optimal.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi pada lima bab, yaitu: bab pértama berisi tentang
selayang pandang mengenai penelitian’ini, meliputi: latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode
penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua melacak bagaimana perubahan
orientasi Madrasah Aliyah yang saat ini “berstatus” sebagai sub sistem pendidikan
nasional, meliputi: landasan dan pengertian, visi dan misi, serta tujuan Madrasah
Aliyah sebagai sub sistem pendidikan nasional. Pada bab ketiga mengulas pengajaran
bahasa Arab, meliputi:  pengertian bahasa Arab, tujuan pengajarannya, dan
problematika pengajaran bahdsa Arab. Setelah diperoleh gambaran tentang Madrasah
Aliyah dan pengajaran bahasa Arab pada bab pertama dan bab kedua, maka pada bab
keempat memberikan semacam penegasan tentang perbincangan pokok dalam
penelitian ini yaitu paradigma pengajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah pasca UU
No. 2 tentang sistem pendidikan nasional, yang dilacak melalui tema-tema konstruksi
kurikulum yang meliputi: tujuan, materi, metode dan evaluasi.

Adapun bab kelima adalah sebagai akhir dari penelitian ini, yang berisi

kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Deskripsi tenfang studi “Madrasah Aliyah Pasca UU. RI No.2 Tahun 1989
tentang Sistem pendidikan Nasional dan Implikasinya terhadap Konstruksi
Kurikulum Pengajaran Bahasa Arab” di atas, secara sederhana dapat dipahami
bahwa, pertama, Pasca UUSPN-1989 Madrasah Aliyah didefinisikan sebagai
SMU “berciri khas Islam”. Pengertian ini didasarkan pada penjabaran UUSPN-
1989 yang termuat dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
048/U/1992 pasal 1 butir 6, “Madrasah Aliyah adalah SMU yang berciri khas
Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama”. Dengan landasan dan
pengertian ini berarti pasca UUSPN-1989 Madrasah Aliyah terintegrasi ke dalam
sistem pendidikan nasional dan merupakan bagian dari pendidikan nasional (sub
sistem pendidikan nasioﬁal) yang kedudukannya sejajar dengan SMU.

Integrasi Madrasah Aliyah, juga Madrasah Ibtida’iyah dan Madrasah
Tsanawiyah, ke dalam sistem pendidikan nasional yang secara lebih jauh
menginginkan terintegrasinya ilmu agama dan umum dalam praktik pendidikan di
sekolah memberi ‘’kesempatan kepada sekolah untuk berkiprah secara leluasa
dalam menggeluti ilmu pengetahuan dengan tanpa mensupremasikaﬁ-\ pengetahuan
umum di atas pengetahuan agama, atau sebaliknya: supremasi ilmu agama di atas
ilmu umum, meski harus diakui bahwa yang disebut pertama cenderung lebih

dominan. Sehingga, secara praksis dengan integrasi itu, siswa diharapkan tidak
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hanya canggih secara intelektual, namun juga anggun dalam moral. Lebih jauh,
dengan kondisi yang demikian, siswa lebih banyak mempunyai alternatif pilihan
untuk secara efektif memilih kecendrungan dalam penjurusan di Perguruan Tinggi
(tidak hanya melulu ke IAIN yang memang “stake holder’-nya, tapi juga ke
perguruan tinggi umum). Pada gilirannya praktik dikotomi antara ilmu agama dan
umum, seperti yang banyak “digugat” selama ini, diharapkan terus semakin
menipis, untuk tidak mengatakan hilang, seiring dengan “suksesnya” madrasah
memasuki mainstrem pendidikan nasional.

Secara simultan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional
sekaligus diikuti oleh transformasinya (madrasah) yang begitu radikal. Perubahan
orientasi kurikulum 1994 yang hampir sepenuhnya mengacu pada kurikulum
SMU setidaknya menjadi indikasi betapa madrasah tidak lagi sekadar lembaga
pendidikan eksklusif keagamaan, namun lebih jauh dari itu, dan yang lebih
penting setelah sekian lama melewati perjalanan dan perjuangan panjangnya,
bahwa madrasah diakui sebagai lembaga pendidikan jalur sekolah yang berakar
pada budaya bangsa sejajar dengan sekolah umum lainnya.

Sungguhpun “sisi lain” dibalik suksesnya madrasah meraith predikat
sebagai “sub sistem pendidikan nasional” tidak bisa terelakkan, oleh karena upaya
untuk menjadikan Islam sebegai basic reference dalam’ seluruh proses
pengembangan madrasah nampaknya masih jauh dari yang diharapkan menyusul
minimnya mata pelajaran agama pada Madrasah Aliyah kurikulum 1994,

Pergeseran paradigma (shifting paradigm) pada Madrasah Aliyah, juga MI

dan MTs, pasca UUSPN-1989 begitu terasa. Secara ekstrem, kalau boleh dibilang
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demikian, pergeseran paradigma (shifting paradigm) itu memperkuat pendapat
sementara pihak, Hasbullah dan Abdurrahman Saleh misalnya, yang “pesimis”
akan keberadaan MA pasca UUSPN-1989 yang sebagai SMU “khas Islam”
dengan kurikulum 1994:nya yang mengalokasikan minim untuk mata pelajaran
agama untuk dapaf menciptakan kader ulama, seperti idealisme awal didirikannya
pendidikan madrasah. Karena pembibitan calon ulama’ telah diprogram secara
khusus melalui Madrasah Aliyah Keagamaan (MAPK).

Kedua, bertitik tolak dari keadaan Madrasah Aliyah pasca UUSPN-1989
seperti disebut di atas yang mendambakan (baca: bertujuan) terbentuknya siswa
untuk tidak hanya canggih secara intelektual tapi juga anggun dalam moral itu,
maka, sebagai implikasinya, konstruksi kurikulumnya pun yang masing-
masingnya terdiri dari tujuan, materi, metode dan evaluasi, untuk kurikulum 1994
pengajaran mata pelajaran bahasg Arab pada MA sebagai SMU “khas Islam” juga
diarahkan pada upaya pencapaian itu.

Tujuan bahwa pengajaran bahasa Arab di MA tidak hanya diarahkan pada
kemampuan pasif an sich, yaitu siswa diharapkan tidak hanya mampu membaca
dan menulis teks berbahasa Arab, tapi juga siswa dituntut untuk bisa
menggunakan bahasa Arab secara aktif, yaitu siswa diharapkan mampu bercakap-
cakap dengan meénggunakan bahasa Arab dan juga mampu mendengarkan
percakapan bahasa Arab dengan baik. Indikasi ke arah ini tercermin dari bahwa
siswa harus dapat menguasai 500 kosa kata idiomatik yang disusun dalam

berbagai tarkib (struktur) dan kalimat (=) serta pola kalimat (4l k) yang
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~diprogramkan. Tujuan ini terbentuk sebagai implikasi hierarkis dari tujuan
institusional Madrasah Aliyah sebagai SMU “khas Islam”.

Selanjutnya “tujuan” itu mempengaruhi terhadap ketiga konstruksi
kﬁrikulum lainnya: materi, metode dan evaluasi.

Dengan berdasar pada tujuan tersebut, maka materinya pun tidak hanya
berisi terminologi Islam, seperti yang disebut Kareel Steenbrink selama ini. Lebih
dari itu materi pengajaran mata pelajaran bahasa Arab mengandung uraian tentang
pendidikan, agama, sosial budaya, politik, sejarah dan sebagainya. Bahkan untuk
mencapai mencapai tujuan seperti disebut di atas, dalam setiap materi
mengandung unsur-unsur bahasa: mufradat yang berfrekuensi tinggi (5,51 aslall)
pola/struktur kalimat, gaya (wsul) bertanya, menjawab, ungkapan baku/ idiom i\
(i>Nao! yang lazim digunakan dalam percakapan, serta nahwu/pola kalimat, dan
unsur-unsur kegiatan: percakapan, membaca dan ta’bir muwajjah.

Adapun metode yang digunakan adalah metode eklektik yang mengambil
aspek-aspek kelebihan dari metode langsung dan aural-oral approach yang
berangkat dari pendekatan integratif.

Sementara itu evaluasi dilakukan secara lisan dan tulisan. Evaluasi materi
muthala’ah dan muhadasah dilakukan secara lisan. Sedangkan materi mufradat,

qawa’id, ta’bir, insya’ secara tulisan.

B. Saran-saran
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini masih memerlukan

penelitian lanjutan. Terlebih wacana dan tuntutan perubahan kurikulum kini sudah
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di depan mata, bahkan sebagiannya telah dipraktikkan, menyusul segera
diberlakukannya kurikulum 2004 yang merupakan modifikasi dari kurikulum
1994 dengan berbasis pada kompetensi.

Fenomena ini sekaligus memperkuat dugaan bahwa telaah kurikulum
senantiasa diperlukan, bahkan perlu dilakukan secara rajin dan konsisten, oleh
karena kurikulum terus akan mengalami perkembangan seiring dengan
perkembangan zaman dan kehidupan umat manusia itu sendiri.

Jika sejauh ini ada sementara pihak yang mengatakan bahwa untuk
peﬁgajaran bahasa Arab di MA sebaiknya dibatasi pada kemampuan pasif,
misalnya seperti yang dikemukakan A. Akran Malibary, maka gagasan itu, perlu
dikaji ulang menyengkut relevansinya dengan MA sebagai SMU “khas Islam”
yang sekarang. Begitu juga dengan tujuan yang ingin dicapai, serta sejauh mana
program program Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) berperan dalam
membentuk calon ulama’, terutama melalui kurikulumnya.

Hal ini penting terutama untuk mensiasati dan sebagai langkah antisipatif
dar1 “sisi lain” dibalik suksesnya madrasah meraih predikat sebagai sub sistem
pendidikan nasional yang tidak bisa terelakkan, yang selanjutnya menuntut
pendidikan Islam untuk secara pro aktif ikut andil dalam setting sosiologis bangsa.
Sehingga cita-cita untuk menjadikan Islam sebagai basic reference dalam seluruh
proses pengembangan madrasah tidak hanya /ips service belaka. Namun perlu
dicarikan solusi dengan formulasinya yang tepat sesuai tuntutan keadaan, agar

ummat Islam tidak hanya sekadar bisa survive, tapi mampu tampil di depan.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1989
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: :

a.

Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan
Undang-undang;

Bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia
Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta
memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan
aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang dasar 1945, ‘

Bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan
diperlukan peningkatan dan penyempurnaaan penyelengaraan pendidikan
nasional;

Bahwa Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan
dan Pengajaran di sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550),
undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya
Undang-undang Nomor 4 tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu
tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah Untuk Seluruh
Indonesia (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 550), dan Undang-undang Nomor 22 tahun 1961 tentang
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 302, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2361), serta Undang-undang Nomor 14 PRPS
Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 80) dan Undang-undang Nomor 19 NPS Tahun 1965 tentang
Pokok-pokok sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 81), perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan
perkembangan pendidikan nasional sebagai satu sistem;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka
memantapkan ketahanan nasional serta mewujudkan masyarakat maju yang
berakar pada kebudayaan bangsa dan persatuan nasional yang berwawasan
Bhineka Tunggal lka berdasrkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
perlu ditetapkan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.



Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
' MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

BABI
KETENTUAN UMUM

xxxxx

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui
kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa
yang akan datang;

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa
Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945,

Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua
satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk
mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional;

. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat

dan kekhususan tujuannya;

. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan
dan kedalaman bahan pengajaran;

. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan

dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
tertentu,

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam
penyelenggaraan pendidikan;

Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing,
mengajar dan /atau melatih peserta didik;

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan belajar mengajar;

10.Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan

pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana dan prasarana yang
tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta
didik dan Pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

11.Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia;
12.Menteri adalah Menteri yang ertanggungjawab atas bidang pendidikan

nasional.



BABII
DASAR FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2
Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta
meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka
upaya mewujudkan tujuan nasional.

Pasal 4

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manuisa Indnesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan
bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki
pengetahuan dan kleterampilan, kesechatan jasmani dan rohani, kepribadian yang
mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

BAB Il
HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN

Pasal 5
Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.
Pasal 6

Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti
pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang
sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan ketarampilan
tamatan pendidikan dasar.

Pasal 7

Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan
diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras,
kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap
mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yarig bersangkutan.

Pasal 8

(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak
memperoleh pendidikan luar biasa



(3) Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak
memperoleh perhatian khusus.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
SATUAN, JALUR DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 9

(1) Satuan  pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang
dilaksanakan di sekolah ataui di luar sekolah.

(2) Satuan pendidikan yang disebut sekolah merupakan bagian dari pendidikan
yang berjenjang dan bersinambungan.

(3) Satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok, belajar, kursus,
dan satuan pendidikan yang sejenis.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur
pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.

(2) Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di
sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar  secara berjenjang dan
bersinambungan.

(3) Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di
luar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang
dan bersinambungan.

(4) Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah
yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan
agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan.

(5) Pelaksanaan ketentuian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak
menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas
pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan
kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan
profesional.

(2) Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mngutamakan perluasan
pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan
pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan.



(3) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan mempersiapkan peserta didik
untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.

(4) Pendidkan luar biasa merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan
untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.

(5) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan
kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon
pegawai suatu Departemen Pemerintah atau Lembaga Pemerintah
Nondepartemen,

(6) Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersipkan peserta
didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut pengusaan khusus
tentang ajaran agama yang bersangkutan.

(7) Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada
penguasaan ilmu pengetahuan.

(8) Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada
kesiapan penarapan keahlian tertentu.

(9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan
ayat (8) ditetapkan dengan Peratuiran Pemerintah.

BABV
JENJANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

(1) Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas
pendidikan dasar penmdidikan menengah dan pendidikan tinggi.

(2) Selain jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
diselenggarakan pendidikan prasekolah.

(3) Syarat-syarat dan tata cara pendirian serta bentuk satuan, lama pendidikan,
dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar

Pasal 13

(1) Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan
kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang
diperlukan untuk hidup dalam masyarakat seta mempersipkan peserta didik
yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.

(2) Syarat-syarat dan tata cara pendirian, bentuk satuan, lama pendidikan dasar
dan penyelenggaraan pendidikan dasar ditetapkan  dengan Peraturan
Pemerintah.



Pasal 14

(1) Warga negara yang berumur 6 (enam) tahun berhak mengikuti pendidikan
dasar.

(2) Warga negara yang berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban mengikuti
pendidikan dasar atau pendidikan yang setara, sampai tamat.

(3) Pelaksanaan wajib belajar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah

Pasal 15

(1) Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan
pendidkan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat
yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan
lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan
kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.

(2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan,
pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan.

(3) Lulusan pendidika menengah yang memenuhi persyaratan  berhak
melanjutkan pendidikan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pendidikan Tinggi

Pasal 16

(1) Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang
diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat
yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat
menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan,
teknologi dan/atau kesenian. ;

(2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut
perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi,
institut atau universitas. '

(3) Akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
terapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi
atau kesenian tertentu.

(4) Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
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(5) Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu disiplin ilmu tertentu.

(6) Institut merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang
menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam
sekelompok displin ilmu yang sejenis.

(7) Universitas merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejimlah fakultas
yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam
sejumlah displin tertentu.

(8) Syarat dan tata cara pendirian, struktur perguruan tinggi dan penyelenggaraan
pendidikan tinggi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

(1) Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan
profesional.

(2) Sekolah tinggi, institut, dan universitas menyelenggarakan pendidikan
akademik dan/atau profesional.

(3) Akademi dan politeknik menyelenggarakan pendidikan profesioanl.

Pasal 18

(1) Pada perguruan tinggi ada gelar sarjana, magister, doktor, dan sebutan
profesional.

(2) Gelar sarjana hanya diberikan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas.

(3) Gelar magister dan doktor diberikan oleh sekolah tinggi, institut, dan
universitas yang memenuhi persyaratan.

(4) Sebutan profesional dapat diberikan oleh perguruan tinggi yang
menyelenggarkan pendidika profesional.

(5) Institut dan iniversitas yang memenuhi persyaratan berhak untuk memberikan
gelar doktor kehormatan (Doctor Honoris causa) kepada tokoh-tokoh yang
dianggap perlu memperoleh penghargaan amat tionggi berkenaan dengan
jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi,
kemasyarakatan ataupun kebudayaan.

(6) Jenis gelar dan sebutan, syarat-syarat dan tata cara pemberian, perlindungan
dan penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan pemerintah.

Pasal 19

(1) Gelar da/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan oleh lulusan
perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memiliki gelar dan/atau sebutan
yang bersangkutan.

(2) Penggunaan gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya
dibenarkan dalam bentuk yang diterima dari perguruan tinggi yang
bersangkutan atau dalam bentuk singkatan sesuai dengan peratuiran
perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 20

Penggunaan gelar akademik atau sebutan profesioanl yang diperoleh dari
perguruan tinggi di luar negeri harus digunakan dalam bentuk asli sebagaimana
diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan, secara lengkap ataupun dalam
bentuk singkatan.

Pasal 21

(1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau
profesor.

(2) Pengangkatan guru besar atau profesor sebagai jabatan akademik didasrkan
atas kemampuan dan prestasi akademik atau keilmuan tertentu.

(3) Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan termasuk penggunaan sebutan guru
besar atau profesor ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan pengethuan pada
perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar
akademik serta otonomi keilmuan.

(2) Perguruan tinggi memiliki otonomi dalam pengelolaan lembaganya sebagai
puast penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PESERTA DIDIK

Pasal 23

(1) Pendidikan nasional bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan gerak
kepada peserta didik.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh
menteri.

Pasal 24

Setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak sebagai

berikut:

(1) Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

(2) Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan
berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk
memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan.

g



(3) Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan
persyaratan yang berlaku.

(4) Pindah ke satuan pendidikan yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi
sesuai dengan persyaratan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan
yang hendak dimasuki.

(5) Memperoleh penilaian hasil belajarnya.

(6) Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan.

(7) Mendapat pelayanan khusus bagi yang menyandang cacat.

Pasal 25
(1) Setiap peserta didik berkewajiban untuk:

1. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta
didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut dengan peraturan yang
berlaku. o

2. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

menghormati tenaga kependidikan.

4. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan
keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan.

w

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh
mentert.

Pasal 26

Peserta didik berkesempatan untuk mmengembangkan kemampuan dirinya
dengan belajar pada setiap saat dalam perjalanan hidupnya sesuai dengan bakat,
minat, dan kemampuan masing-masing.

BAB VII
TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 27

(1) Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih,
meneliti, mengembangkan, mengelola, dan /atau memberikan pelayanan
teknis dalam bidang pendidikan,

(2) Tenaga kependidikan, meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan,
penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidika,
pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

(3) Tenaga pengajar meruapkan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan
tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen.



Pasal 28

(1) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada satuan suatu jenis dan jenjang
pendidikan hanya dapat dilakukan oleh tenaga pendidik yang mempunyai
wewenang mengajar.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik yang
bersangkutan harus beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
berwawasan Pabcasila dan UUD 1945 serta memiliki kualifikasi sebagai
tenaga pengajar.

(3) Pengadaan guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya
diselenggarakan melalui lembaga pendidikan tenaga keguruan.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

(1) Untuk kepentingan pembangunan nasional, pemerintah dapat mewajibkan
warga negara republik Indonesia atau meminta warga negara asing yang
memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian tertentu menjadi tenaga pendidik.

(2) Pelaksanaan ketentuian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

Setiap tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan tertentu
mempunyai hak-hak sebagai berikut:
1. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial:

a. tenaga kependidikan yang memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri
memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan umum yang
berlaku sebagai pegawai negeri.

b. Pemerintah dapat memberi tunjangan tambahan bagi tenaga kependidikan
ataupun golongan tenaga kependidikan tertentu.

c. Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat memperoleh gaji dan tunjangan dari
badan/ perorangan yang bertanggung jawab atas satuan pendidikan yang
bersangkutan.

2. Memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja.

3. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.

4. memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya.

5. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan yang lain dalam
melaksanakan tugasnya.

Pasal 31

Setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk:



(1) Membina loyalitas pribadi peserta dan peserta didik terhadap idiologi negara
Pancasila dan UUD 1945,

(2) Menjunjung tinggi kebudayaan bangsa.

(3) Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian.

(4) Meningkatkan kemampuan profesional sesuia dengan tuntutan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa.

(5) Menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat,
bangsa dan negara.

Pasal 32

(1) Kedudukan dan penghargaan bagi tenaga kependidikan diberikan berdasarkan
kemampuan dan prestasinya.

(2) Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh pemerintah diatur oleh pemerintah.

(3) Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang
bersangkutan.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Pasal 33

Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh
pemerintah, masyarakat, dan/ atau keluarga peserta didik.

Pasal 34

(1) Buku pelajaran yang digunakan dalam pendidikan jalur pendidikan sekolah
disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.
(2) Buku pelajaran dapat dietrbitkan oleh pemerintah atau pun swasta.

Pasal 35

Setiap satuan pendidikan jalur sekolah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah
maupun masyarakat harus menyediakan sumber belajar.

Pasal 36

(1) Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah.

(2) Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan / perorangan
yang menyelenggarakan satuan pendidikan.



(3) Pemerintah dapar memberi bantuan kepada satuan pendidikan yang
diselengarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IX
KURIKULUM

Pasal 37
Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan
memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan
lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing
satuan pendidikan.

Pasal 38

(1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas
kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan
dengan keadaan sereta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan
yang bersangkutan.

(2) Kurikulum yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh Menteri, atau
pimpinan lembaga Pemerintah Non-Departemen berdasarkan pelimpahan
wewenang dari menteri.

Pasal 39

(1) Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai
tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka
upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.

(2) Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat:

a. pendidikan Pancasila
b. pendidikan agama, dan
¢. pendidikan kewarganegaraan

(3) Isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan
pelajaran tentang:

pendidikan Pancasila

pendidikan agama

pendidikan kewarganegaraan

bahasa Indonesia

membaca dan menulis

matematika (termasuk berhitung)

pengantar sains dan teknologi

ilmu bumi _ »
sejarah nasional dan sejarah umum

mIR e e o



J- kerajinan tangan dan kesenian

k. pendidikan jasmani dan kesehatan
. menggambar, serta

m. bahasa Inggris

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
diatur oleh Menteri.
BAB X
HARI BELAJAR DAN LIBUR SEKOLAH

Pasal 40

(1) Jumlah sekurang-kurangnya hari belajar dalam 1 (satu) tahuin untuk setiap
satuan pendidikan diatur oleh Menteri.

(2) Hari-hari libur untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah diatur oleh menteri dengan mengingat ketentuan hari raya
nasional, kepentingan pendidikan, kepentingan agama dan faktor musim.

(3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mengatur
hari-hari liburnya sendiri dengan mengingat ketentuan yang dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2).

BAB X1
BAHASA PENGANTAR

Pasal 41
Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah Bahasa Indonesia.
Pasal 42
(1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal

pendidikan dan sejauh diperlukan dalam penyempaian pengetahuan dan/ atau
keterampilan tertentu.

(2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan
dalam penyampaian pengetahuan dan /atau ketermapilan tertentu.

BAB XII
PENILAIAN

Pasal 43

Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik dilakukan penilaiain.



Pasal 44

Pemerintah dapat menyelenggarakan penilaian hasil belajar suatu jenis dan /atau
jenjang pendidikan secara nasional.

Pasal 45

Secara berkala dan berkelanjutan Pemerintah melakukan penilaian terhadap
kurikulum serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan keadaan. '

Pasal 46
(1) Dalam rangka pembinaan satuan pendidikan, Pemerintah melakukan penilaian
setiap satuan pendidikan secara berkala,
(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara
terbuka.

BAB XUI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

(1) Masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan seluas-luasnya untuk
berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

(2) Ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap
diindahkan. '

(3) Syarat-syarat dan tata cara dalam penyelenggaraan pendidikan ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X1V
BADAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL

Pasal 48

(1) Keikutsertaan masyarakat dalam penentuan kebijaksanaan Menteri berkenaan
dengan sistem pendidikan nasional diselenggarakan melalui suatu badan
Pertimbangan nasional yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dan yang
menyampaikan saran, nasihat, dan pemikiran lain secbagai bahan
pertimbangan.

(2) Pembentukan Badan Pertimbangan Nasional dan pengangkatan anggota-
anggotanya dilakukan oleh Presiden.



BAB XV
PENGELOLAAN

Pasal 49
Pengelolaan sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab menteri.
Pasal 50

Pengelolaan satuan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
dilakukan Menteri dan Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah lain yang
menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 51

Pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan yang diselnggarakan oleh masyarakat
dilakukan oleh Badan /perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan
yang bersangkutan.

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 52

Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan yang
disclenggarakan oleh Pemerintah atapun oleh masyarakat dalam rangka
pembinaan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 53

Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara
satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-
undang ini.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

(1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan RI di luar negeri
khusus bagi peserta didik warga negara adalah bagian dari sistem pendidikan
nasional.

(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan di wilayah RI oleh perwakilan
negara asing khusus bagi peserta didik warga negara asing khusus vagi
peserta didik warga negara asing tidak termasuk sistem pendidikan nasional.



(3) Peserta didik warga negara asing yang mengikuti pendidikan di satuan
pendidikan yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional wajib
menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi dan dari satuan pendidikan
yang bersangkutan.

(4) Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama
internasional atau yang diselenggarakan oleh pihak asing di wilayah RI
dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

(1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal
19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 18 (delapan
belas) bulan atau pidana denda setringgi-tingginya Rp 15.000.000,00 (lima
belas juta rupiah). :

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 56

(1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal
1 ayat (2), pasal 20, dan pasal 29 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya
6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima
Juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Semua perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-
undang Nomor 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di
Sekolah (Lembaran Negara tahun 1950 Nomor 550), Undang-undang Nomor 12
tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya UU Nomor 4 tahun 1950 dari RI
dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seliruh
Indonesia (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaga Negara
Nomor 550), dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2361, Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965
tentang Majelis Pendidikan nasional (Lembaran negara Tahun 1965 Nomor 80)
dan Undang-undang Nomor 19 PNPS tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem



Pendidikan nasional Pancasila (Lembaran negara Tahun 1965 Nomeor 81) yang
ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku, sepanjang
tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Rasal 58

Pada saat mulai berlakunya undang-yndang ini, Undang-undang Nomor 4 tahun
1950 tentang dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (lembaran Negara
tahun 1950 No. 550), Undang-undang Nomor 12 tahun 1954 tentang Pernyataan
Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia
Dahulu tentang dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara No. 550), Undang-undang Nomor 22 tahun 1961 tentang Perguruan
Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302), Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2361), Undang-undang Nomor 14 PRPS tahun 1965 tentang Majelis
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 80) dan Undang-
undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan
Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81) dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 59
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta : Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Maret 1989 ' Pada tanggal 27 Maret 1989
MENTERI/SEKRETARIS f PRESIDEN REPUBLIK
NEGARA INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA : ttd.

Ttd.

MOERDIONO SOEHARTO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1989 NOMOR 6
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